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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 
1.1 LATAR BELAKANG 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah proses 

fundamental yang sistematis untuk memastikan bahwa seluruh upaya 

pembangunan berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sesuai 

amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun 

dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat 

Daerah. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Doko Tahun 2026 ini 

merupakan wujud kepatuhan terhadap kerangka regulasi tersebut, yang 

secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 dan secara spesifik diinstruksikan melalui Surat Edaran Bupati Blitar 

Nomor B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025 tentang Penyusunan Rancangan 

Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026. 

Penyusunan Renja PD untuk tahun 2026 memiliki arti dan momentum 

yang sangat strategis. Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari periode 

perencanaan jangka menengah daerah yang baru, sekaligus menjadi tahun 

implementasi penuh pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dokumen 

ini menjadi instrumen operasional perdana bagi Kecamatan Doko untuk 

menerjemahkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu 

“KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA”, beserta Misi dan agenda prioritas 

"Catur Dharma" ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang konkret dan 

terukur untuk satu tahun ke depan. 

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan, Renja PD memiliki 

kedudukan yang vital dalam menjaga sinkronisasi dan konsistensi antar 

dokumen. Secara hierarkis, Renja PD Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari 

dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 

2026. Jika RKPD menetapkan tema, prioritas, dan plafon anggaran makro untuk 

tingkat kabupaten, maka Renja PD merincinya menjadi rencana aksi yang spesifik 

di tingkat kecamatan. Di sisi lain, penyusunan Renja PD ini juga harus tetap 

selaras dan memastikan tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam 

dokumen strategis lima tahunan perangkat daerah, yaitu Renstra Perubahan 

Kecamatan Doko Tahun 2021-2026. Seluruh program dan kegiatan yang 

diusulkan juga berlandaskan pada tugas dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam 

Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022. 
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Pada akhirnya, dokumen Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Doko 

Tahun 2026 ini akan berfungsi sebagai instrumen fundamental yang 

menjembatani antara tahapan perencanaan strategis dengan tahap 

penganggaran. Seluruh program, kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif 

yang tertuang di dalamnya akan menjadi dasar utama bagi penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selanjutnya, RKA-PD tersebut akan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, dokumen ini 

memastikan adanya alur yang jelas dan akuntabel dari visi hingga alokasi 

anggaran. 

1.2 LANDASAN HUKUM 

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam 

penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 

Kecamatan Doko Tahun 2026 adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 

2025-2045; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 (sesuai 

nomor Perda setelah ditetapkan); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026; 

14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan; 

15. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025 

tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(RENJA PD) Tahun 2026. 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1 Maksud 

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Doko 

Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyediakan sebuah dokumen 

perencanaan tahunan yang komprehensif, terukur, dan sistematis. 

Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional resmi bagi 

Kecamatan Doko dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan 

seluruh program dan kegiatan prioritas selama satu tahun anggaran. 

Secara lebih rinci, maksud dari penyusunan Renja PD ini adalah: 

1. Menjadi Instrumen Penjabaran Dokumen Strategis: Menerjemahkan 

sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 

2026 ke dalam rencana aksi yang lebih teknis dan spesifik di tingkat 

kecamatan. 

2. Menjamin Konsistensi Perencanaan: Memastikan adanya keselarasan 

dan kesinambungan antara perencanaan tahunan (Renja PD) dengan 

target-target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam 

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Doko 

Tahun 2021-2026. 

3. Menjadi Landasan Penganggaran: Menyediakan dasar yang jelas dan 

akuntabel bagi Kecamatan Doko dalam menyusun Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA), yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam 

pengalokasian anggaran pada APBD Kabupaten Blitar Tahun 2026. 
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4. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja: Menciptakan kerangka kerja yang 

memungkinkan pengukuran dan evaluasi kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan di tingkat kecamatan, sehingga setiap program dan 

kegiatan dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya kepada 

pimpinan dan masyarakat. 

Dengan demikian, Renja PD Tahun 2026 ini menjadi dokumen 

sentral yang menghubungkan antara perencanaan strategis jangka 

menengah dengan siklus penganggaran tahunan, demi tercapainya 

efektivitas dan efisiensi pembangunan di Kecamatan Doko. 

 
1.3.2 Tujuan 

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan 

Doko Tahun 2026 memiliki beberapa tujuan strategis yang saling 

berkaitan, yang dirancang untuk memastikan proses pembangunan di 

tingkat kecamatan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Adapun 

tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Dokumen Perencanaan Tahunan yang Komprehensif dan 

Mengikat. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan sebuah 

dokumen perencanaan formal yang menjadi pedoman resmi dan 

mengikat bagi seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan Doko. 

Dokumen ini bertujuan untuk mengarahkan seluruh sumber daya, baik 

sumber daya manusia maupun anggaran, agar fokus pada pelaksanaan 

program dan kegiatan yang telah diprioritaskan untuk Tahun Anggaran 

2026, sehingga mencegah terjadinya tumpang tindih, duplikasi, atau 

kegiatan yang tidak sejalan dengan sasaran strategis. 

2. Merumuskan Rencana Aksi yang Responsif dan Berbasis Bukti 

(Evidence-Based). Tujuan selanjutnya adalah merumuskan sasaran, 

program, kegiatan, indikator kinerja, serta alokasi pendanaan indikatif 

yang tidak hanya bersifat aspiratif, tetapi juga responsif terhadap 

kondisi riil. Perumusan ini didasarkan pada analisis mendalam 

terhadap hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja PD tahun 

sebelumnya (2024), di mana keberhasilan dan kegagalan diidentifikasi 

untuk menjadi pelajaran. Dengan demikian, rencana yang disusun lebih 

relevan dan memiliki kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi. 

3. Menjamin Sinergi dan Integrasi Perencanaan Pembangunan (Vertical 

and Horizontal Alignment). Dokumen ini bertujuan untuk memastikan 

adanya keselarasan dan keterpaduan yang kuat antara rencana kerja di 

tingkat kecamatan dengan agenda pembangunan di tingkat kabupaten. 

Secara vertikal, program dan kegiatan Kecamatan Doko harus  

berkontribusi  secara  nyata  terhadap  pencapaian  sasaran 
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prioritas dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026 dan Visi-Misi 

Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Hal 

ini penting untuk menciptakan sinergi dan memastikan bahwa 

Kecamatan Doko bergerak seirama dengan arah pembangunan daerah 

secara keseluruhan. 

4. Menyediakan Landasan yang Akuntabel untuk Penganggaran dan 

Pengukuran Kinerja. Tujuan terakhir adalah menyediakan dasar yang 

sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD) Tahun 2026. Dengan adanya 

keterkaitan yang jelas antara program yang direncanakan dengan 

anggaran yang dialokasikan, dokumen ini menjadi instrumen penting 

untuk akuntabilitas. Selain itu, indikator dan target kinerja yang 

ditetapkan di dalamnya akan berfungsi sebagai tolok ukur (benchmark) 

utama dalam melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja di akhir tahun 

anggaran. 

 
1.4 SISTIMATIKA PENULISAN 

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Doko 

Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika yang mengacu pada Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Bupati 

Blitar Nomor B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025. Tujuannya adalah untuk 

memberikan gambaran yang utuh, terstruktur, dan mudah dipahami mengenai 

alur perencanaan tahunan perangkat daerah. Sistematika penulisan dokumen 

ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menyajikan kerangka dasar penyusunan dokumen. Di dalamnya 

diuraikan Latar Belakang yang menjelaskan konteks strategis penyusunan 

Renja PD 2026, Landasan Hukum yang menjadi dasar yuridis, Maksud dan 

Tujuan yang ingin dicapai, serta diakhiri dengan Sistematika Penulisan 

yang menguraikan struktur dokumen. 

 
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 

Bab ini berisi analisis evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja 

Kecamatan Doko pada tahun-tahun sebelumnya sebagai landasan untuk 

merumuskan rencana tahun 2026. Pembahasan mencakup Evaluasi 

Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD, Analisis 

Kinerja Pelayanan PD, identifikasi Isu-isu Penting dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsi, telaah terhadap Rancangan Awal RKPD, serta 

rekapitulasi Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat. 
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3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD 

Bab ini merumuskan arah strategis Kecamatan Doko untuk tahun 2026. 

Dimulai dengan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang relevan, bab 

ini kemudian menetapkan Tujuan dan Sasaran Renja PD yang spesifik dan 

terukur. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, dirumuskan Rencana 

Program dan Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk menjawab 

isu-isu strategis yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya. 

 
4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini merupakan inti dari dokumen perencanaan operasional, yang 

menyajikan rincian lengkap mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan 

Kecamatan Doko Tahun 2026. Uraian pada bab ini merupakan penjabaran 

detail dari Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang telah 

diinput pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mencakup 

program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu 

indikatif. 

 
5. BAB V PENUTUP 

Bab terakhir ini berfungsi sebagai penutup yang merangkum poin-poin 

krusial dan arahan untuk implementasi. Di dalamnya akan diuraikan 

catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah 

pelaksanaan yang harus dipatuhi, serta rencana tindak lanjut untuk 

memastikan implementasi Renja PD 2026 dapat berjalan efektif dan 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 
TAHUN LALU 

 
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 

Kajian ini merupakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Doko tahun lalu, yaitu Tahun 2024 (sebagai 

tahun n-2), serta menyajikan perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yaitu 

Tahun 2025 (sebagai tahun n-1). Tinjauan ini mengacu pada Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Doko Tahun 2024 dan realisasi Anggaran 

Kecamatan Doko Tahun 2024, yang kemudian dihubungkan dengan target capaian 

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Doko Tahun 2021-2026 untuk 

menilai progres pencapaian sasaran jangka menengah dan mengidentifikasi 

keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, 

serta merumuskan implikasi dan rekomendasi kebijakan strategis untuk 

penyusunan Renja PD Tahun 2026.Berikut adalah analisis terhadap program dan 

kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerjanya: 

 
1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja 

Hasil/Keluaran yang Direncanakan 

Pada tahun 2024, terdapat satu program fundamental yang kinerjanya belum 

berhasil mencapai target yang ditetapkan, yang berdampak pada pencapaian 

Sasaran Strategis terkait akuntabilitas. 

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Realisasi Kinerja: Program ini mendukung Sasaran Strategis: 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan 

Indikator Kinerja Sasaran Nilai / Predikat SAKIP. Realisasi kinerja 

hanya mencapai nilai 54,45 / Predikat "CC", atau tidak memenuhi 

target65 / Predikat "B". 

 

2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN  

PUBLIK 

Realisasi Kinerja: Program ini mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya 

kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa. Indikator Kinerja 

indeks kepuasan masyarakat realisasi 87,22 %  tidak memenuhi target 100 %
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a. Faktor-faktor Penyebab 

Tidak tercapainya target pada program ini memberikan implikasi yang 

signifikan. Kegagalan mencapai target SAKIP secara langsung menghambat 

pencapaian Sasaran Strategis Renstra "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah" dan melemahkan kerangka pengukuran kinerja 

organisasi.  

Tidak tercapainya target pada program ini memberikan implikasi yang 

signifikan. Kegagalan mencapai target SAKIP secara langsung menghambat 

pencapaian Sasaran Strategis Renstra "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah" dan melemahkan kerangka pengukuran kinerja 

organisasi. 

b. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil 

Menjadi prioritas utama pada Renja PD 2026 untuk mengalokasikan 

anggaran pada kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik dan berdampak. Untuk 

SAKIP, perlu dianggarkan kegiatan pendampingan intensif (bukan hanya 

bimtek) terkait penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan yang tepat 

waktu.  

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

a. Realisasi Kinerja: Program ini mendukung Sasaran Strategis: 

Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke 

desa. Indikator indeks kepuasan masyarakat dengan capaian 82,55 dari 

target 100% 

 

b. Faktor-faktor Penyebab 

Tidak tercapainya target pada program ini memberikan implikasi yang 

signifikan. Kegagalan mencapai target indeks kepuasan masyarakat 

karena kurangnya jumlah sumber daya aparatur yang ada di 

Kecamatan Doko  
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1. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja 

Hasil/Keluaran yang Direncanakan 

Beberapa program strategis berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja yang 

tepat sesuai dengan target 100%. 

 
2) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 

a. Realisasi Kinerja: Program ini mendukung Sasaran Strategis: 

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Indikator Kinerja Sasaran Persentase 

Desa yang memiliki Administrasi yang baik mencapai realisasi 100%, 

memenuhi target 100%. Realisasi anggaran untuk program ini adalah 

sebesar  Rp  66.600.000,00  atau  100%  dari  pagu  sebesar 

Rp. 66.600.000,00. 

3) Faktor-faktor Penyebab (untuk semua program yang memenuhi target) 

Keberhasilan pencapaian target pada program-program ini didorong oleh 

beberapa faktor kunci.  Secara  spesifik, keberhasilan. Sementara 

itu, keberhasilan pada program lainnya didukung oleh perencanaan yang 

matang, dukungan anggaran yang terserap secara optimal, serta intensitas 

koordinasi dan pendampingan yang terjadwal dengan baik kepada 

pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya. 
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4) Implikasi terhadap Target Capaian Program Renstra PD 

Tercapainya Keberhasilan pada program pembinaan desa dan urusan 

pemerintahan umum menjadi fondasi penting bagi stabilitas, tata kelola 

yang baik, dan kemajuan wilayah secara keseluruhan. 

5) Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil 

Kebijakan untuk tahun 2026 adalah tidak hanya mempertahankan strategi 

yang telah berjalan efektif, tetapi juga mengembangkannya. Secara spesifik, 

perlu adanya alokasi anggaran khusus dalam Renja PD 2026 untuk 

melaksanakan bimtek sakip untuk aparatur kecamatan agar lebih paham 

tentang sakip. Untuk program lainnya, fokusnya adalah menjaga 

konsistensi pelaksanaan program dengan memastikan alokasi anggaran 

yang tetap memadai, serta mulai merumuskan kegiatan lanjutan yang 

bertujuan untuk peningkatan kualitas. 

 
2. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran 

yang Direncanakan 

Tidak terdapat program yang menunjukkan kinerja sangat memuaskan 

dengan capaian melebihi target yang direncanakan. 

 
Berikut disajikan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 

Tahun 2025. Tabel ini menyajikan perbandingan komprehensif antara target 

kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja dan serapan anggaran pada 

tahun-tahun sebelumnya, sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian 

terhadap capaian Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Analisis ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan Kecamatan 

Doko dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya pada tahun 2024, serta 

membandingkannya dengan target dan capaian tahun-tahun sebelumnya. 

Tabel di bawah ini menyajikan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan 

Doko secara komparatif, yang datanya bersumber dari dokumen Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan dokumen Perbandingan Target 

Renstra, Target Perkin, dan Realisasinya. Data ini menjadi dasar dalam 

mengidentifikasi kekuatan dan area yang memerlukan perbaikan dalam 

perencanaan tahun 2026. 

 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 

 
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang telah diuraikan pada sub- 

bab sebelumnya, teridentifikasi beberapa isu penting dan strategis dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Doko. Isu-isu ini tidak hanya 

mencerminkan capaian tahun 2024, tetapi juga menjadi catatan krusial yang 

akan menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas untuk 

tahun 2026. 

1. Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang Terkait Secara umum, 

tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Doko pada tahun 2024 

18 
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menunjukkan sebuah gambaran yang kurang memuaskan karena tidak 

tercapainya indeks kepuasan masyarakat.  

 
2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dari analisis kinerja, dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan dan hambatan utama yang saling 

terkait: 

a) Kelemahan Sistem Akuntabilitas Kinerja: Permasalahan mendasar adalah 

belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Rendahnya nilai SAKIP bukan sekadar angka, 

melainkan indikasi dari proses perencanaan dan pengukuran kinerja 

yang belum sepenuhnya terstruktur. Hambatan utamanya meliputi 

proses penjenjangan kinerja (cascading) dari level pimpinan hingga staf 

yang belum terimplementasi secara optimal, di mana sasaran strategis 

Camat belum terurai secara sistematis menjadi target kinerja yang jelas 

bagi setiap seksi dan individu. Selain itu, meskipun evaluasi internal 

sudah berjalan, proses pelaporan yang sering terlambat menunjukkan 

adanya kendala dalam disiplin dokumentasi dan manajemen waktu. 

b) Hambatannya bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada 

aspek-aspek non-fisik seperti kapasitas manajerial pengurus BUMDes, 

inovasi produk/jasa yang masih terbatas, dan strategi pemasaran yang 

belum optimal. 

c) Hambatan dari Sisi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia: Terdapat 

hambatan signifikan dari sisi kelembagaan, yaitu adanya 1 (satu) 

posisi struktural yang kosong, meliputi Kepala Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban.  

kekuatan dalam sistem kerja yang sudah terbangun, di mana tugas dan 

fungsi dapat didelegasikan dan dilaksanakan dengan baik oleh staf 

yang ada. Meskipun demikian, kondisi ini tetap menjadi sebuah 

kekurangan dari sisi formalitas dan regenerasi kepemimpinan yang 

perlu segera diatasi untuk menjamin keberlanjutan sistem dalam 

jangka panjang. 

2.1 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Isu-isu 

tersebut memiliki dampak langsung terhadap pencapaian Misi Bupati 

dan Wakil Bupati periode 2025-2029: 

a) Rendahnya Nilai SAKIP menjadi penghambat serius bagi 

pencapaian Misi ke-3 pada aspek "meningkatkan kinerja birokrasi 

yang akuntabel", karena akuntabilitas adalah prasyarat utama dari 

birokrasi yang berkinerja. 
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b) Belum optimalnya perkembangan BUMDes dan kekosongan jabatan 

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial berisiko menghambat kontribusi 

Kecamatan dalam mendukung Misi ke-1 (peningkatan kualitas SDM 

dan keluarga sejahtera) dan Misi ke-2 (pengentasan kemiskinan dan 

pemberdayaan ekonomi lokal). 
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3. Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan 

 
a. Tantangan: 

 
1) Internal: Tantangan terbesar adalah membangun budaya kinerja 

yang berorientasi pada hasil (outcome) untuk memperbaiki 

capaian SAKIP, bukan sekadar berorientasi pada penyerapan 

anggaran. Selain itu, tantangan signifikan lainnya adalah menjaga 

keberlanjutan inovasi di tengah kekosongan jabatan penanggung 

jawab. 

2) Eksternal: Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap 

pelayanan publik yang serba cepat dan digital menuntut adanya 

inovasi yang berkelanjutan, tidak hanya sesaat. 

3) Momentum Arah Kebijakan Baru: Adanya RPJMD Kabupaten Blitar 

Tahun 2025-2029 yang baru memberikan landasan dan arah 

kebijakan yang baru pula bagi RKPD Tahun 2026 dan Renstra 

Kecamatan Doko periode 2025-2029. Momentum ini menjadi 

peluang bagi Kecamatan untuk menata ulang prioritas dalam 

Renja 2026 dan memperkuat sinergi program pemberdayaan 

ekonomi desa dengan Perangkat Daerah terkait untuk mengatasi 

masalah kapasitas BUMDes secara lebih komprehensif. 

4. Formulasi Isu-isu Penting (Rekomendasi Strategis) Berdasarkan seluruh 

analisis di atas, dirumuskan tiga isu strategis utama yang harus menjadi 

fokus dalam penyusunan Renja PD 2026: 

a. Penguatan Kapasitas Internal dan Pemberdayaan Eksternal Terdapat 

dua area kelemahan yang harus segera diintervensi, yaitu: 
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1) Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal yang perlu diperbaiki secara 

fundamental, dan; 

2) Kapasitas Kelembagaan BUMDes yang memerlukan model 

pendampingan baru yang lebih fokus pada aspek manajerial dan 

pengembangan usaha. 

b. Optimalisasi dan Pemenuhan Struktur Organisasi: Perlu adanya 

percepatan usulan pengisian kekosongan jabatan Kepala Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban kepada pimpinan. Hal ini krusial untuk 

memastikan kepemimpinan teknis yang kuat dalam mengawal 

program-program prioritas dan keberlanjutan inovasi yang telah 

meraih prestasi. 

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

 
Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar 

Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 

Tahun 2025 merupakan proses krusial untuk memastikan adanya sinkronisasi 

dan keselarasan antara perencanaan makro di tingkat kabupaten dengan 

perencanaan mikro yang berbasis pada kebutuhan nyata di tingkat Perangkat 

Daerah. 

1. Proses yang Dilakukan 

Proses review ini dilakukan melalui telaah dokumen (desk analysis) yang 

membandingkan dua sumber utama. Di satu sisi adalah dokumen RKPD 

Kabupaten Blitar Tahun 2026, yang menyajikan arah kebijakan, prioritas 

pembangunan, serta program dan pagu indikatif yang bersifat makro dan 

mengikat (top-down). Di sisi lain adalah hasil analisis kebutuhan internal 

Kecamatan Doko, yang datanya digali dari hasil evaluasi kinerja tahun 2024 

dan identifikasi isu-isu strategis yang telah diuraikan pada sub-bab 2.1, 2.2, 

dan 2.3 dalam dokumen ini (bottom-up). 



25 
Rankhir Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Doko  

2. Alasan Proses Dilakukan 

Proses perbandingan ini dilakukan dengan beberapa alasan strategis: 

 
a. Untuk Menjamin Sinkronisasi dan Sinergi 

Memastikan bahwa rencana kerja yang akan disusun oleh Kecamatan 

Doko selaras dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan 

Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dalam Ranwal RKPD. 

b. Sebagai Dasar Justifikasi Usulan 

Menjadi landasan argumentasi yang kuat dan berbasis data (evidence- 

based) bagi Kecamatan Doko dalam mengusulkan program, kegiatan, dan 

anggaran yang spesifik pada tahapan perencanaan selanjutnya (seperti 

Musrenbang RKPD). Usulan tidak lagi bersifat aspiratif semata, 

melainkan didasarkan pada analisis kesenjangan kinerja. 

c. Untuk Meningkatkan Efektivitas Perencanaan 

Memastikan bahwa Rencana Kerja (Renja) PD yang akan disusun bersifat 

realistis, relevan, dan mampu menjawab permasalahan paling krusial 

yang dihadapi oleh Kecamatan Doko. 

3. Temuan-temuan dan Catatan Penting 

Dari proses perbandingan, ditemukan beberapa hal sebagai berikut: 

 
a. Keselarasan Program 

Secara umum, program-program yang tercantum dalam Ranwal RKPD, 

seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Program 

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program 

Pemberdayaan Masyarakat, telah selaras dengan tugas dan fungsi 

Kecamatan Doko. Pagu indikatif yang disajikan menjadi acuan awal 

dalam penyusunan plafon anggaran. 

 
b. Perbedaan dan Kebutuhan Spesifik 

Ranwal RKPD sebagai dokumen makro belum merinci kegiatan-kegiatan 

teknis yang dibutuhkan untuk mengatasi isu-isu spesifik di Kecamatan 

Doko. Oleh karena itu, ditemukan beberapa rumusan program dan 

kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD namun 

sangat dibutuhkan berdasarkan hasil analisis, yaitu: 

 
1) Kegiatan Penguatan Kapasitas SAKIP 

Sebagai tindak lanjut langsung dari tidak tercapainya target Sasaran 

Strategis 2 (Akuntabilitas Kinerja). 
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2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajerial BUMDes 

Sebagai intervensi untuk mengatasi tidak tercapainya target Sasaran 

Strategis 3 terkait Persentase Bumdes Berkembang. 

3) Kegiatan Keberlanjutan Inovasi Unggulan 

Diperlukan alokasi anggaran khusus untuk melembagakan dan 

mengembangkan inovasi MELONISTI (Mejo Layanan Kantor 

Kecamatan Iso Teko Bengi) dan RATU SEMUT (Orang Tua Asuh 

Sinergi Menangani Stunting) yang telah terbukti berhasil dan 

meraih penghargaan, agar tidak berhenti sebagai proyek temporer. 

 

 
Berdasarkan Uraian diatas, secara terperinci temuan-temuan ini dirangkum 

dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.3 
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 

Kabupaten Blitar 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 
Sesuai dengan prinsip perencanaan partisipatif, penelaahan terhadap 

usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan 

(stakeholders) merupakan tahapan yang tidak terpisahkan dari penyusunan 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Bagian ini menyajikan hasil kajian 

terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk memastikan 

perencanaan bersifat responsif dan bottom-up. 

1. Proses Perolehan Usulan Pemangku Kepentingan 

 
a) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 

 
Usulan-usulan program dan kegiatan yang ditelaah dalam dokumen ini 

diperoleh secara formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 tingkat Kecamatan Doko. Acara 

ini telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, di 

Kantor KECAMATAN Doko, Desa Doko, Kecamatan Doko, Kabupaten 

Blitar. Musrenbang tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk perwakilan dari delapan desa di wilayah 

Kecamatan Doko, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, dan unsur 

lainnya yang daftar hadirnya terlampir dalam Berita Acara hasil 

kesepakatan. Setiap desa menyampaikan usulan prioritasnya yang 

kemudian disepakati bersama untuk diteruskan ke tingkat kabupaten. 

 
b) Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Blitar 

 
Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kab. Blitar merupakan instrumen 

resmi dan sah bagi lembaga legislatif untuk menyalurkan aspirasi 

masyarakat yang telah dihimpun ke dalam proses perencanaan 

pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh eksekutif (Pemerintah 

Daerah). Mekanisme ini adalah wujud dari pendekatan perencanaan 

politis, di mana arah pembangunan daerah juga ditentukan oleh 

representasi politik masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPRD. 

 
Usulan-usulan ini merupakan hasil dari proses reses dan penjaringan 

aspirasi yang dilakukan secara berkala oleh para anggota DPRD. Selama masa 

reses, setiap anggota dewan kembali ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing 

untuk bertatap muka langsung dengan konstituennya. Melalui berbagai forum 

seperti dialog, musyawarah, atau kunjungan langsung, mereka mengumpulkan 
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berbagai masukan, keluhan, dan usulan kebutuhan pembangunan dari 

masyarakat yang mereka wakili. 

 
Setelah masa reses berakhir, seluruh aspirasi yang terhimpun tersebut 

kemudian dibawa kembali ke lembaga DPRD. Di sana, usulan-usulan tersebut 

dibahas, diverifikasi, dan dikompilasi menjadi sebuah dokumen yang utuh dan 

merepresentasikan pandangan kelembagaan DPRD. Dokumen inilah yang 

disebut sebagai Pokok-Pokok Pikiran DPRD. 

 
Selanjutnya, dokumen Pokir ini secara resmi disampaikan oleh pimpinan 

DPRD kepada Kepala Daerah (Bupati) dalam sebuah Rapat Paripurna. 

Penyerahan ini merupakan momen penting yang menandai masuknya aspirasi 

legislatif ke dalam ranah perencanaan eksekutif. Pemerintah Daerah, melalui Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bappedalitbang, kemudian wajib 

menelaah dan mengakomodasi usulan-usulan Pokir tersebut untuk diselaraskan 

dengan prioritas, target, dan kemampuan keuangan daerah. 

 
Sebagai bukti bahwa proses ini telah dilaksanakan sesuai peraturan, 

usulan-usulan Pokir yang telah disepakati dan terverifikasi kemudian 

secara resmi diakomodasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari 

dokumen perencanaan daerah, yaitu dalam Lampiran I Peraturan Bupati 

Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026. 

 
2. Penjelasan Kesesuaian Usulan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa mayoritas usulan prioritas, baik 

dari Musrenbang maupun Pokir DPRD, bersifat kegiatan pembangunan fisik dan 

pengadaan sarana prasarana. Secara kewenangan, eksekusi langsung atas 

kegiatan-kegiatan fisik tersebut berada pada Perangkat Daerah (PD) teknis 

terkait di tingkat Kabupaten. 

Secara kewenangan, eksekusi langsung atas kegiatan-kegiatan fisik tersebut berada 

pada Perangkat Daerah (PD) teknis terkait di tingkat Kabupaten. Meskipun 

demikian, seluruh usulan tersebut memiliki kesesuaian dan keterkaitan yang erat 

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Doko sebagai koordinator 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Peran Kecamatan 

dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah sebagai fasilitator, koordinator, 

dan pengawas dari usulan-usulan tersebut. Keterkaitan ini diwujudkan melalui 

berbagai program di Kecamatan: 
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1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: 

Program ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan seluruh fungsi fasilitasi dan 

koordinasi. Anggaran dalam program ini (seperti belanja ATK, perjalanan 

dinas untuk koordinasi, rapat-rapat, dan honorarium staf) memungkinkan 

aparatur kecamatan untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam mengawal 

usulan Musrenbang. Tanpa dukungan program penunjang ini, kegiatan 

fasilitasi dan koordinasi pada program-program teknis lainnya tidak akan 

dapat berjalan secara efektif. 

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan: 

Program ini memiliki keterkaitan paling langsung dengan proses 

Musrenbang. Sesuai tugas dan fungsinya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta 

dalam perencanaan pembangunan dan memfasilitasi sinkronisasi 

perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa. Oleh karena 

itu, seluruh usulan yang muncul dari Musrenbang merupakan output dari 

fasilitasi yang dilakukan melalui program ini. 

3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa: 

Sebelum usulan dibawa ke Musrenbang Kecamatan, usulan tersebut harus 

masuk dalam dokumen perencanaan desa (RKPDes). Program ini berperan 

dalam memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan administrasi tata 

pemerintahan desa, memastikan bahwa usulan-usulan tersebut memiliki 

landasan yuridis yang kuat di tingkat desa. 

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum: 

Setiap kegiatan pembangunan fisik (seperti pembangunan jembatan atau 

jalan) berpotensi menimbulkan dinamika sosial di masyarakat. Program ini 

berperan dalam mengawal dan memantau proses pelaksanaan 

pembangunan untuk memastikan berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, 

serta memitigasi potensi konflik sosial yang mungkin timbul. 

5) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik: 

Kecamatan akan berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat 

dan Perangkat Daerah teknis terkait, serta membantu dalam proses 

administrasi yang diperlukan untuk merealisasikan usulan tersebut, 

misalnya dalam hal verifikasi data calon penerima bantuan RTLH. 

6) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum: 

Usulan seperti "Rehab Tempat Ibadah" sangat relevan dengan program ini, 

di mana salah satu tugasnya adalah memfasilitasi pembinaan kehidupan 

keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan masyarakat. 
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Dengan demikian, meskipun usulan masyarakat tidak menjadi kegiatan 

fisik dalam Renja Kecamatan, namun dukungan terhadap keberhasilan realisasi 

usulan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi seluruh program yang relevan di Kecamatan Doko pada tahun 2026. 

Seluruh usulan tersebut memiliki kesesuaian dan keterkaitan yang erat dengan 

tugas pokok dan fungsi Kecamatan Doko sebagai koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Peran Kecamatan dalam 

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah sebagai fasilitator, koordinator, dan 

pengawas dari usulan-usulan tersebut, yang diwujudkan melalui program- 

program yang ada di Kecamatan. 

3. Daftar Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan 2026 

 
Berikut adalah rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku 

kepentingan yang telah ditelaah dan akan difasilitasi serta dikawal oleh 

Kecamatan Doko:



 

 

Tabel 2.4 
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 

 
Nama SKPD: Kecamatan Doko 
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BAB III 

 
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 
Memasuki tahun 2026, Kecamatan Doko berada dalam periode transisi perencanaan 

strategis. Tahun ini merupakan tahun kedua implementasi Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025- 2029, yang 

mengusung Visi, Misi, dan arah kebijakan baru dari Kepala Daerah. Oleh karena itu, 

sesuai amanat peraturan perundangan, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam 

Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2026 ini harus selaras dengan kerangka 

perencanaan jangka menengah yang baru tersebut, sebagaimana telah dirumuskan 

dalam Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Doko Tahun 2025-

2029. 

Perumusan tujuan dan sasaran baru ini tidak meninggalkan hasil evaluasi dari 

periode sebelumnya. Sebaliknya, isu-isu strategis dan prioritas tindak lanjut yang 

telah diidentifikasi dalam Bab II terutama target-target yang belum tercapai pada 

tahun 2024 tetap menjadi fokus utama dan kini diintegrasikan ke dalam kerangka 

sasaran yang baru untuk memastikan adanya kesinambungan dan penyelesaian 

masalah secara tuntas. 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

 
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Doko Tahun 

2026 tidak terlepas dari kerangka kebijakan pembangunan yang lebih luas, baik 

di tingkat nasional maupun provinsi. Telaahan terhadap kebijakan nasional ini 

bertujuan untuk memastikan adanya sinergi dan keselarasan antara program 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat kecamatan dengan arah 

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Blitar Tahun 2026, terdapat beberapa agenda dan prioritas 

pembangunan nasional yang relevan dan harus didukung oleh penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Kecamatan Doko, antara lain: 

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 

 
Prioritas nasional ini mencakup upaya percepatan penurunan stunting, 

peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta pengentasan 

kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. 
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❖ Keterkaitan dengan Kecamatan Doko 

 
Kecamatan Doko secara langsung mendukung prioritas ini melalui 

program-program yang dikoordinasikan oleh Seksi Kesejahteraan 

Sosial, Gerakan Terpadu Penanganan Stunting Terintegrasi. Gerakan ini 

merupakan implementasi nyata dari kebijakan nasional di tingkat lokal. 

2. Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 

 
Kebijakan ini menekankan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan  

Menengah (UMKM) serta penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa. 

❖ Keterkaitan dengan Kecamatan Doko: 

 
Kecamatan Doko berkontribusi melalui Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang salah satu fokusnya adalah 

pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan Desa. 

3. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

 
Agenda nasional ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

❖ Keterkaitan dengan Kecamatan Doko: 

 
Kecamatan Doko menjawab agenda ini melalui Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Dengan adanya pelayanan satu pintu 

merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, isu terkait rendahnya 

capaian SAKIP menjadi catatan bahwa aspek akuntabilitas dalam 

reformasi birokrasi masih perlu menjadi fokus perbaikan. 

Dengan demikian, program dan kegiatan yang akan dirumuskan dalam Renja PD 

Kecamatan Doko Tahun 2026 telah diarahkan untuk mendukung dan 

menyukseskan pencapaian prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut. 
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3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 

 
Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 

Kecamatan Doko Tahun 2026 didasarkan pada hasil analisis dan evaluasi kinerja 

tahun sebelumnya serta diselaraskan dengan sasaran strategis jangka menengah 

yang baru. Berdasarkan isu-isu penting yang telah diidentifikasi pada Bab II, 

maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Renja PD untuk tahun 2026 yang 

mengacu pada Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Doko 

Tahun 2025-2029. 

Tujuan Renja PD Tahun 2026 

 
Sesuai dengan Tujuan Renstra 2025-2029, tujuan yang ingin dicapai pada tahun 

2026 adalah: 

1. Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik. 

 
Indikator Tujuan 

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai). 

 
Sasaran Renja PD Tahun 2026: Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 

3 (tiga) sasaran strategis yang akan menjadi fokus pada tahun 2026: 

1) Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan 

 
Indikator Sasaran 

Persentase Desa Mandiri (%). 

 
Sasaran ini ditetapkan untuk menindaklanjuti dan meningkatkan 

program pembinaan dan pemberdayaan desa yang telah berjalan, 

dengan fokus untuk mendorong desa naik status dari berkembang 

menjadi mandiri. Pada Sasaran ini secara langsung menindaklanjuti isu 

strategis belum tercapainya target "Persentase Bumdes Berkembang". 

Upaya peningkatan kapasitas BUMDes kini menjadi sub-strategi 

fundamental untuk membangun pilar ketahanan ekonomi desa, yang 

merupakan syarat untuk mencapai status Desa Mandiri. 

2) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum 

 
Indikator Sasaran 

Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan (%). 

 
Sasaran ini merupakan kelanjutan dari kinerja baik pada tahun 

sebelumnya dalam menjaga stabilitas wilayah, dengan tolok ukur yang 

lebih  spesifik  pada  penurunan  angka  kriminalitas,  sasaran  ini 
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merupakan keberlanjutan dan penguatan dari kinerja baik yang telah 

dicapai pada tahun 2024 dalam menjaga stabilitas wilayah, dengan tolok 

ukur yang lebih tajam dan berorientasi pada dampak (outcome). 

3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD 

 
Indikator Sasaran: 

SKOR SAKIP (Nilai) 

 
Sasaran ini secara eksplisit meneruskan prioritas tindak lanjut dari isu 

strategis utama tahun 2024, yaitu tidak tercapainya target Nilai SAKIP. 

Ini menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan perbaikan 

fundamental pada sistem manajemen kinerja internal. 

3.3 Program dan Kegiatan 

 
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada sub-bab 

sebelumnya, maka dirumuskanlah serangkaian program, kegiatan, dan sub 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Doko pada Tahun Anggaran 

2026. Sebagai wujud adaptasi terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah yang baru 

dan amanat dari Rancangan Awal Renstra 2025-2029, pada Rencana Kerja Tahun 

2026 ini terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan baru yang dirancang 

secara spesifik untuk mengakselerasi pencapaian sasaran-sasaran strategis yang 

baru. Rincian mengenai latar belakang dan tujuan dari kegiatan baru tersebut 

akan diuraikan lebih lanjut pada Bab IV. 

1. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Perumusan program dan 

kegiatan ini didasarkan pada beberapa faktor pertimbangan strategis untuk 

memastikan relevansi dan dampaknya, antara lain: 

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah: Seluruh program dan kegiatan 

dirancang sebagai penjabaran tahunan dari Draft Rancangan Awal 

Renstra 2025-2029, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Visi 

“KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA” dan Misi-Misi Bupati 

yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. 

 
b. Dukungan terhadap Prioritas Nasional dan Daerah: Program dirancang 

untuk selaras dengan prioritas nasional dan daerah, seperti: 

1) Penanganan Stunting dan Peningkatan Ketahanan Pangan: 

Diwujudkan melalui sub kegiatan baru yaitu Peningkatan Ketahanan 

Pangan Keluarga yang menargetkan 150 keluarga. 
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2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Diakomodasi melalui 

sub kegiatan baru Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam 

Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan. 

3) Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pelayanan: Diterjemahkan 

dalam sub kegiatan baru Dukungan Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dan Penyelenggaraan 

Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah. 

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja: Perumusan kegiatan juga 

merupakan respons langsung terhadap hasil evaluasi kinerja tahun 2024 

(sebagaimana dianalisis di Bab II), terutama untuk menindaklanjuti 

target-target yang belum tercapai seperti peningkatan Skor SAKIP  

2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Secara 

keseluruhan, Rencana Kerja Kecamatan Doko Tahun 2026 terdiri dari 6 

Program, 15 Kegiatan, dan 36 Sub Kegiatan. 

a) Sifat Penyebaran Lokasi: Sifat penyebaran lokasi kegiatan bervariasi. 

Sebagian besar kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, dan 

pembinaan (seperti fasilitasi penyusunan peraturan desa) tersebar di 

seluruh wilayah Kecamatan Doko untuk menjamin pemerataan. Namun, 

terdapat pula kegiatan yang terfokus pada kelompok sasaran tertentu, 

seperti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang akan menyasar 

150 keluarga spesifik di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. 

b) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif: Total kebutuhan dana atau pagu 

indikatif untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kecamatan 

Doko pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 3.077.206.021.35. Sumber 

pendanaan untuk seluruh kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Umum 

(DAU). 

3. Penjelasan Kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Rumusan 6 program dalam Renja PD ini telah selaras dengan program- 

program yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Blitar Tahun 

2026 (Perbup No. 73 Tahun 2025). Namun, rincian kegiatan dan sub 

kegiatan yang diusulkan, terutama yang bersifat baru seperti Kegiatan 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, merupakan hasil dari analisis 

kebutuhan spesifik Kecamatan Doko. Usulan-usulan baru ini tidak dirinci 

dalam dokumen RKPD yang bersifat makro, namun sangat esensial untuk 

menerjemahkan arah kebijakan baru dari Renstra 2025-2029 dan 

menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja perangkat daerah. 
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4. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Rincian lengkap mengenai rumusan 

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, Lokasi, Pagu 

Indikatif, serta Prakiraan Maju untuk tahun 2027 disajikan dalam tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 3.1 
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Doko Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 
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BAB IV 

 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 
Bab ini menyajikan rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

Kecamatan Doko untuk Tahun Anggaran 2026. Uraian pada bab ini merupakan 

penjabaran yang lebih detail dari rumusan rencana program dan kegiatan yang 

telah disajikan pada Bab III, dan sepenuhnya selaras dengan data final yang 

telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 

sebagaimana tercantum dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja 

(Renja) PD Kecamatan Doko Tahun 2026. 

Total alokasi pagu indikatif untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan 

Kecamatan Doko pada tahun 2026 adalah sebesar3.077.206.021.35. Alokasi 

dana tersebut didistribusikan ke dalam 6 (enam) program utama. Berikut 

adalah rincian penjabarannya: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

a. Pagu Anggaran Program Rp 2.017.986.348.35 

Program ini menjadi fondasi operasional bagi seluruh penyelenggaraan 

tugas dan fungsi perangkat daerah. Secara strategis, program ini akan 

diarahkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Sasaran: Skor 

SAKIP, dengan target Nilai/ Skor 65 

 

b. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan: 

 
1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah (Pagu: Rp 4.350.000,00) 

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah. 

Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 

Target: 4 Dokumen. 

Pagu: Rp 1.650.000,00. 

 
b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

Indikator: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

Target: 3 Laporan. 
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Pagu: Rp 2.700.000,00. 
 

a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik 

Sektoral Daerah. 

Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata 

Pendukung Statistik Sektoral Daerah. 

Target: 4 Dokumen. 

 
a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik 

Sektoral Daerah. 

Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata 

Pendukung Statistik Sektoral Daerah. 

Target: 4 Dokumen. 

Pagu: Rp 2.310.000,00. 

 
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Pagu: Rp 1.467.556.660,00 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 

Indikator: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan 

ASN. 

Target: 11 Orang/Bulan 

Pagu: Rp 1.491.471.349,00
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b) Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. 

Indikator: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. 

Target: 12 Dokumen. 

Pagu: Rp 47.775.000,00. 

 
c) Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. 

Indikator: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD. 

Target: 2 Dokumen. 

Pagu: Rp 1.350.000,00. 

 
3) Kegiatan Kepegawian Perangkat Daerah 

Pagu: Rp 100.000.000,00 

a) Sub Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan. 

Indikator: Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan. 

Target: 14 Orang 

Pagu: Rp 82.600.000,00. 

 
4) Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Pagu: Rp 118.585416.35,00. 

a) Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 

Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang Disediakan. 

Target: 2 Paket. 

Pagu: Rp 2.678.000,00. 

 
b) Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 

Indikator: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan. 

Target: 3 Paket. 

Pagu: Rp 27.313.200,00. 
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c) Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 

Indikator: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 

Disediakan. 

Target: 2 Paket. 

Pagu: Rp 3.139.400,00 

 
d) Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 

Indikator: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan. 

Target: 2 Paket. 

Pagu: Rp 13.461.500,00 

e) Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 

Indikator: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 

Disediakan. 

Target: 2 Paket. 

Pagu: Rp 7.318.316,35,00 

 
f) Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD. 

Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD. 

Target: 36 Laporan. 

Pagu: Rp 65.556.800,00. 

 
5) Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Pagu: Rp 65.556.800,00. 

a) Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel. 

Indikator: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan. 

Target: 10 Unit. 

Pagu: Rp 30.900.600,00. 
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b) Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 

Indikator: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan. 

Target: 6  Unit. 

Pagu: Rp 34.656.200,00. 

 
6) Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Pagu: Rp 99.995.784,00. 

a) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik. 

Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. 

Target: 12 Laporan. 

Pagu: Rp 9.135.000,00. 

 
b) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan. 

Target: 12 Laporan. 

Pagu: Rp 90.960.784,00. 

 
7) Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Pagu: Rp 98.519.620,00. 

a) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan. 

Indikator: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya. 

Target: 2 Laporan. 

Pagu: Rp 75.992.000,00. 

 
b) Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 

Indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara. 

Target: 10 Unit. 

Pagu: Rp 4.990.000,00. 
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c) Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya. 

Indikator: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi. 

Target: 1 Unit. 

Pagu: Rp 25.500.000,00. 

 
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

 
a. Pagu Anggaran Program Rp 39.600.000,00. 

Program ini secara langsung bertujuan untuk mendukung Sasaran 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD, dengan Indikator Sasaran: Skor 

SAKIP, dengan target Nilai/ Skor 65. 

b. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan: 

1) Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatann 

Pagu: Rp 18.600.000,00 

a) Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi 

Vertikal Terkait. 

Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 

dan Instansi Vertikal Terkait. 

Target: 24 Laporan. 

Pagu: Rp 18.600.000,00. 

 
2) Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak 

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di 

Kecamatan 

Pagu: Rp 21.000.000,00 

a) Sub Kegiatan: Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan. 

Indikator: Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan. 

Target: 24 Laporan. 

Pagu: Rp 21.000.000,00. 
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3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

 
a. Pagu Anggaran Program Rp 140.640.000,00. 

Program ini secara spesifik dirancang untuk mendukung pencapaian 

Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan, dengan 

indikator sasaran Persentase Desa Mandiri 

b. Kegiatan Baru: Untuk mengakselerasi pencapaian kemandirian desa, 

ditambahkan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 

Tingkat Kecamatan Dan kelurahan dengan 3 sub kegiatan baru yang 

berfokus pada ketahanan pangan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, 

hingga mitigasi bencana di tingkat keluarga. 

c. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan: 

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

Pagu Rp13.500.000,00 

a) Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. 

Indikator: Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. 

Target: 12 Lembaga. 

Pagu: Rp 13.500.000,00. 

 

 
2) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat 

Kecamatan dan Kelurahan 

Pagu: Rp 127.140.000,00 

a) Sub Kegiatan: Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga. 

Indikator: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan 

Ketahanan Pangan Keluarga. 

Target: 20 Keluarga. 

Pagu: Rp 33.840.000,00. 

 
b) Sub Kegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan 

Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat. 

 Indikator: Jumlah Keluarga yang mengikuti  penumbuhan 

kesadarn keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan 

keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup 
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bersih dan sehat 

Target: 30 Keluarga. 

Pagu: Rp 78.000.000,00. 

 
c) Sub Kegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam 

Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan 

Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya. 

Indikator: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan 

Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga 

melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi 

Lainnya. 

Target: 36 Keluarga. 

Pagu: Rp 15.300.000,00. 
 
 

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

a. Pagu Anggaran Program: Rp.812.333.673,00. 

Program ini juga berkontribusi langsung pada pencapaian 

Sasaran: Meningkatnya  Kemandirian  Desa  di  Kecamatan,  dengan 

indikator sasaran Persentase Desa Mandiri, dengan target 55%. 

 
b. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan: 

a) Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa. 

Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 

Administrasi Tata Pemerintahan Desa. 

Target: 10 Dokumen. 

Pagu: Rp 10.800.000,00. 

 
b) Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa. 

Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa. 

Target: 24 Dokumen. 

Pagu: Rp 10.800.000,00. 

 
c) Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan  Kepala Desa.  

Indikator: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 

Target: 10 Dokumen. 
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Pagu: Rp 777.983.873,00. 

 
d) Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, 

Kewajiban Lembaga Permasyarakatan 

Indikator: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kewajiban Lembaga 

Kemasyarakatan. 

Target: 12 Dokumen. 

Pagu: Rp 8.250.000,00. 

 
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

a. Pagu Anggaran Program: Rp 44.895.000,00. 

Program ini bertujuan untuk mencapai Sasaran: Meningkatnya 

ketentraman dan ketertiban umum, dengan indikator sasaran 

Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan, dengan target 3% 

b. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan: 

1) Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Pagu: Rp 44.895.000,00 

a) Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan. 

Indikator: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 

Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. 

Target: 24 Laporan. 

Pagu: Rp 31.305.000,00. 

 
b) Sub Kegiatan: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan 

Tokoh Masyarakat. 

Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan 

dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. 

Target: 12 Laporan. 

Pagu: Rp 6.100.000,00. 

 
2) Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah 

Pagu: Rp 13.590.000,00 
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6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

a. Pagu Anggaran Program: Rp 21.750.000,00. 

Indikator program ini prosentase fasilitasi penyelenggaraan urusan 

pemerintah umum 

b. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan: 

1) Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 

Penugasan Kepala Daerah 

Pagu: Rp 21.750.000,00 

 
a) Sub Kegiatan: Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 

Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan 

dan Kesatuan Bangsa. 

Target: 100 Orang. 

Pagu: Rp 10.500.000,00. 
 

b) Sub Kegiatan: Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 

Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 

Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional. 

Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan 

Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan 

Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, 

dan Nasional. 

Target: 36 Orang. 

Pagu: Rp 4.500.000,00. 

 
c) Sub Kegiatan: Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di 

Kecamatan. 

Indikator: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan 

di Kecamatan. 

Target: 12 Dokumen. 

Pagu: Rp 8.750.000,00. 
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BAB V 

PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi sebagai penutup dokumen Rancangan 

Akhir Renja PD Kecamatan Doko Tahun 2026. Di dalamnya diuraikan catatan-

catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta 

rencana tindak lanjut untuk memastikan implementasi Renja PD ini dapat 

berjalan dengan efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

5.1. Catatan Penting 

Berdasarkan seluruh proses penyusunan yang telah dilakukan, terdapat 

beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian utama dalam 

pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026: 

1) Prioritas Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 

Isu tidak tercapainya target Nilai SAKIP merupakan tantangan paling 

signifikan. Seluruh jajaran pimpinan dan staf di Kecamatan Doko harus 

memberikan perhatian khusus dan komitmen penuh untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperbaiki sistem 

manajemen kinerja internal. 

2) Penguatan Budaya Inovasi 

Pelaksanaan Rencana Kerja 2026 harus senantiasa membuka ruang 

bagi gagasan-gagasan baru untuk menjawab tantangan dan dinamika 

kebutuhan masyarakat. 

3) Fleksibilitas Anggaran 

Pelaksanaan Rencana Kerja ini harus senantiasa memperhatikan 

dinamika ketersediaan anggaran daerah. Jika terjadi perubahan atau 

rasionalisasi anggaran, maka prioritas akan diberikan pada kegiatan 

yang berdampak langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 

utama dan pelayanan dasar kepada masyarakat. 
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5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 

Kaidah-kaidah Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Kecamatan Doko Tahun 2026 akan berpegang pada kaidah- 

kaidah sebagai berikut: 

1) Akuntabilitas 

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara 

fisik, keuangan, maupun manfaatnya. Prinsip akuntabilitas menuntut 

adanya pertanggungjawaban yang jelas atas setiap tindakan dan 

kebijakan yang diambil. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus 

dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dari sisi administrasi 

keuangan (bebas dari penyimpangan), tetapi juga dari sisi capaian 

fisik (output) dan dampak yang dihasilkan (outcome/manfaat)

 bagi masyarakat. Mekanisme 

pertanggungjawaban ini akan diwujudkan melalui penyusunan 

laporan kinerja secara berkala dan berjenjang, yang akan dievaluasi 

secara internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa setiap 

rupiah anggaran yang digunakan memberikan hasil yang terukur 

2) Transparansi 

Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara transparan dan 

terbuka bagi pengawasan internal maupun eksternal. Pelaksanaan 

seluruh kegiatan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip 

keterbukaan. Hal ini berarti bahwa informasi yang relevan mengenai 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan 

harus dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku 

kepentingan, baik internal maupun eksternal. Transparansi akan 

diwujudkan melalui publikasi informasi melalui berbagai media yang 

tersedia serta sikap proaktif dalam memberikan penjelasan kepada 

masyarakat dan lembaga pengawas, sehingga membuka ruang bagi 

pengawasan publik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan 

wewenang. 

3) Efisiensi dan Efektivitas 

Penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, waktu) harus dilakukan 

secara efisien untuk mencapai hasil yang efektif dan berdaya guna 

maksimal.  Prinsip  ini  menekankan  bahwa  setiap  penggunaan 
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sumber daya baik itu anggaran, sumber daya manusia (SDM), 

maupun waktu -harus dilakukan secara efisien untuk mencapai hasil 

yang efektif dan berdaya guna maksimal. Efisiensi berarti mencapai 

keluaran (output) yang maksimal dengan masukan (input) yang 

minimal, tanpa mengurangi kualitas. Sementara efektivitas berarti 

memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan mampu menjawab 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan akan 

senantiasa dievaluasi untuk memastikan tidak ada pemborosan 

sumber daya dan hasilnya benar-benar memberikan manfaat yang 

diharapkan. 

4) Partisipasi 

Pelaksanaan kegiatan, terutama yang bersifat pembinaan dan 

pemberdayaan, harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat 

dan pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan kegiatan, terutama 

yang bersifat pembinaan, pemberdayaan, dan pelayanan, harus 

senantiasa membuka ruang dan mendorong keterlibatan aktif dari 

masyarakat serta pemangku kepentingan terkait. Partisipasi tidak 

hanya dimaknai sebagai kehadiran fisik dalam kegiatan, tetapi juga 

sebagai keterlibatan dalam memberikan masukan, melaksanakan, 

serta ikut mengawasi jalannya program. Dengan adanya partisipasi, 

program yang dilaksanakan akan lebih sesuai dengan kebutuhan 

nyata (aspiratif) dan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil 

pembangunan akan semakin kuat. 

5) Sinergi dan Koordinasi 

Pelaksanaan tugas dan fungsi harus senantiasa mengedepankan 

sinergi dan koordinasi, baik secara internal antar seksi maupun 

secara eksternal dengan Perangkat Daerah lain, Pemerintah Desa, 

dan unsur Forkopimcam. Pelaksanaan tugas dan fungsi tidak dapat 

dilakukan secara parsial atau sektoral. Prinsip ini menekankan 

pentingnya membangun hubungan kerja yang harmonis dan 

produktif. Sinergi dan koordinasi harus senantiasa diutamakan, baik 

secara internal antar seksi di lingkungan Kecamatan Doko untuk 

memastikan soliditas gerak langkah, maupun secara eksternal 

dengan Perangkat Daerah lain, Pemerintah Desa, dan unsur  Forum  

Koordinasi  Pimpinan  Kecamatan  (Forkopimcam) 



seperti Polsek dan Koramil. Dengan sinergi yang kuat, berbagal 

umber daya dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan bersama 

ecara lebih efektif. 

5.3, Rencana Tindak Lanjut 

Rencana Tindak Lanjut Setelah ditetapkannya dokumen Rancangan 
Akhir Renia PD Kecamatan Doko Tahun 2026 ini, langkah-langkah 

selanjutnya yang akan ditempuh adalah: 

1) Dokumen Renja PD ini akan menjadi pedoman utama bagi 

Kecamatan Doko dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun 

Anggaran 2026 

2) Pimpinan akan melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran 

aparatur Kecamatan Doko untuk memastikan pemahaman yang 
sama terhadap tujuan, sasaran, dan target yang harus dicapa 

3) Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan akan dimonitor dan 
dievaluasi secara berkala [bulanan, triwulanan, semesteran, dan 

tahunan). 

4) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 ini akan menjadi 
bahan utama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 dan menjadi landasan dalam 

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 
berikutnya (2027). 
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